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“MANUSIA HARUS TAHU SIAPA DIA TADINYA, UNTUK
MENYADARI KELAK MENJADI APA DIA NANTINYA, SEJARAH
MASA LALUNYA ADALAH FAKTOR DASAR YANG TIDAK BISA

DIHINDARKAN BAGI MASA DEPANNYA™.

Jaspers

"HUMAN SHOULD KNOW WHO SHE HAD BEEN, TO BE REALIZING
THE BEHAVIENT WHAT HE IS IT, HISTORY OF THE TIME IS A
BASIC FACTOR THAT CAN NOT BE AVOIDED FOR THE FUTURE™,

Jaspers

PERSEMBAHAN
KEPADA KEDUA ORANG TUAKU YANG TERHORMAT

UNTUK ISTRIKU DAN ANAK-ANAKKU TERCINTA
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ABSTRAK

Nanang Sugiyanto, 201410115142, Implikasi Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Tindakan Pengelolaan
Limbah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2018. 90 IHalaman

Penegakan hukum lingkungan, pada dasarnya diterapkan aparatur penegak
hukum, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, Tidak
jarang pihak penampung limbah B3 melakukan pengelolaan limbah B3 dengan
pithak vang belum memperoleh ijin pengelolaan limbah, maupun pihak yang
belum memperoleh ijin perpanjangan limbah B3. Hal tersebut dapat dilihat pada
perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014. Pada karya tulis
ini, peneliti hendak membahas mengenai bentuk kerugian yang timbul akibat
tindakan pengelolaan limbah yang masih dalam proses perpanjangan dalam studi
kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014 dan Implikasi
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap kasus
Korupsi pengelolaan limbah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094
K/PID.SUS/2014.Metode Penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah
metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data yang
menggunakan studi pustaka,Berdasarkan penelitian penulis, diketahui bahwa
negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014 yaitu
pemerintah negara republik Indonesia mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh
terdakwa Bachtiar Abdul Fatah sebesar US § 9,990,210.93 (sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh tiga
Dollar Amerika) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Badan Pemeriksaan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9
Nopember 2012, akibat dar pengelolaan limbah vang dilakukan tanpa ijin
perpanjangan pengolahan limbah, sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 dapat berpotensi mengakibatkan kerugian
materiil pada negara, selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap
masyarakat dalam bentuk pencemaran lingkungan apabila pengolahan limbah
tersebut terjadi kelalaian.

Kata Kuneci : Korupsi, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3
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ABSTRACT

Nanang  Sugivanto, 201410115142, Post-Decision Implication of
Constitutional Court Number 18/PUU-XI1/2014 Against the Act of Waste
Management in Case of Corruption Crime. Legal Stadies Program. Faculty
Of Law. Bhayangkara Jakarta Raya University. 2018. 90 pages.

Enforcement of environmental law, basically applied to law enforcement
apparatus, based on Law Number 32 year 2009 on Environmental Protection and
Management. In its implementation, it is not uncommon for B3 waste collection
parties to carry out B3 waste management with those who have not obtained a
waste management permit, nor those who have not obtained B3 waste renewal
license. This can be seen in the case of Supreme Court Verdict Number 1094 K /
Pid Sus / 2014. In this paper, the researcher will discuss about the form of loss
arising from the waste management action which is still in the process of
extension in case study of Supreme Court Decision Number 1094 K / Pid.Sus /
2014 and Post-Decision Implication of Constitutional Court Number 18 / PUU-
XII / 2014 on Corruption case of waste management in Supreme Court Decision
Number 1094 K / PID.SUS / 2014.

The research method used in this research is normative juridical research
method, with data collection method using literature study.

Based on the authors' research, it is known that the state in the Supreme Court
Decision Number 1094 K / Pid.Sus / 2014 ie the government of the republic of
Indonesia suffered losses incurred by defendant Bachtiar Abdul Fatah amounting
to US 8 9,990,210.93 (nine million nine hundred ninety thousand two hundred ten
commas Ninety-three US Dollars) according to the Report of the Result of
Calculation of the Audit and Development Audit Board (BPKP) Number SR-1025
/D6 /02/201 2 dated November 9, 2012, as a result of waste management carried
out without the permission of extension of waste treaiment as found in the Court
Decision Supreme No. 1094 K / PID.SUS / 2014 can potentially lead to material
losses to the state, but it may also cause harm to the community in the form of
environmental pollution if the waste freatment occurs negligence.

Keywords : Corruption, Environment, Waste Management B3
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